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ABSTRAKSI 

 

Nama   : Fauzan Atsari  

Nim   : 202110110311080 

Judul   : Pelaksanakan Lelang Hak Tagih Milik BPR Dalam Liquidasi 

  (Studi Pejabat Lelang Kelas II Wilayah Kabupaten Malang) 

Pembimbing  : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si. 

    2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH. 

     

Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai pelaksanaan lelang hak 

tagih milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam likuidasi oleh Pejabat Lelang 

Kelas II di wilayah Kabupaten Malang. Fokus utama penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana tahapan pelaksanaan lelang hak tagih tersebut dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagaimana bentuk 

pertanggungjawaban hukum Pejabat Lelang Kelas II dalam pelaksanaannya, serta 

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik di lapangan. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif 

analitis, yakni dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku seperti 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang dan dikaitkan dengan hasil wawancara terhadap pejabat lelang 

di wilayah Kabupaten Malang. Data diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian 

lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan realitas 

empiris yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang hak 

tagih milik BPR dalam likuidasi oleh Pejabat Lelang Kelas II pada dasarnya telah 

berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat 

berbagai kendala seperti ketidaklengkapan dokumen pendukung dari pihak BPR 

yang telah dilikuidasi, kurangnya koordinasi antara pejabat lelang dengan Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta minimnya 

pemahaman masyarakat dan debitur mengenai mekanisme lelang hak tagih. 

Tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas II bersifat administratif, perdata, dan pidana 

apabila terdapat pelanggaran terhadap prosedur hukum. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan regulasi, peningkatan kapasitas profesional, dan sinergi antarinstansi 

guna memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi pejabat lelang dalam 

melaksanakan kewenangannya terhadap aset BPR yang telah dilikuidasi. 

Kata kunci: Lelang, Pejabat Lelang Kelas II, Hak Tagih, BPR, Likuidasi 
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ABSTRACT 

Name  : Fauzan Atsari 

Nim   : 202110110311080 

Tittle : Implementation of the Auction of Claim Rights Owned by BPR 

in   Liquidation (Study of Class II Auction Officials in Malang 

Regency) 

Adviser  : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si. 

    2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH. 

 

This study comprehensively discusses the implementation of the auction of 

collection rights belonging to Rural Credit Banks (BPR) in liquidation by Class II 

Auction Officers in Malang Regency. The main focus of this study is to determine 

how the stages of the collection rights auction are carried out in accordance with 

the provisions of laws and regulations, what form of legal accountability of Class 

II Auction Officers in their implementation, and identify obstacles encountered in 

practice in the field. This study uses an empirical juridical method with a 

descriptive analytical approach, namely by examining applicable positive legal 

norms such as the Minister of Finance Regulation Number 213 / PMK.06 / 2020 

concerning Guidelines for Auction Implementation and linked to the results of 

interviews with auction officials in Malang Regency. Data obtained through library 

studies and field research, then analyzed qualitatively to describe the empirical 

reality that occurs. The results of the study indicate that the implementation of the 

auction of collection rights belonging to BPRs in liquidation by Class II Auction 

Officers has basically been guided by applicable legal provisions. However, there 

are still various obstacles such as incomplete supporting documents from the 

liquidated BPR, Lack of coordination between auction officials and the Deposit 

Insurance Corporation (LPS) and the Financial Services Authority (OJK), as well 

as limited public and debtor understanding of the collection rights auction 

mechanism. Class II Auction Officials are liable for administrative, civil, and 

criminal liability if there are violations of legal procedures. Therefore, regulatory 

strengthening, professional capacity building, and inter-agency synergy are needed 

to provide legal protection and certainty for auction officials in exercising their 

authority over liquidated BPR assets. 

. 

Keywords:Auction, Class II Auction Officer, Collection Rights, BPR, Liquidation 
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